
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 

PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 
NOMOR C!J TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 
NOMOR 54 TAHUN 2023 

TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR, 

a. bahwa dalam rangka perluasan dan peningkatan kepatuhan 
kewajiban kepada para pejabat penyelenggara negara di 
Lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk 
melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi 
Pemberantasan Korupsi; 

b. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf (a) di atas perlu diatur dan ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur. 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi clan 
Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3851) ; 

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Selatan clan Kabupaten Ogan Uir di Provinsi 
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4347); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undan g Nomor 1 
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 2 002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana_ ::-:- \ 

~. ~r) j 



2 

Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5698); 

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 141, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 
6897); 

6 . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 7 
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nmnor 64 77); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6718); 

9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan 
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi 
Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata 
Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 572); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 
6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 
Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 
2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 1 Tahun 
201 7 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Ka bu paten 
Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang 



Menetapkan 
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Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1); 

11. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan 
Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering 
Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ogan Komering 
Ulu Timur Nomor 63 Tahun 2019 ten tang Perubahan Ketujuh 
atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 ten tang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 
Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan 
serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 
(Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 
2019 Nomor 63). 

MEMUTUSKAN : 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN 
KOMERING ULU TIMUR NOMOR 54 TAHUN 2023 TENTANG 
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING 
ULUTIMUR. 

PasalI 

Merubah ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu 
Timur Nomor 54 Tahun 2023 tentang Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Serita Daerah Kabupaten 
Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023 Nomor 54) diubah sebagai 
berikut: 

BAB II 
PENY AMPAIAN LHKPN 

Pasal 2 

Pejabat Wajib di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering 
Ulu Timur yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri dari : 

a. Bupati Ogan Komering Ulu Timur; 

b. Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur; 

c. Direktur BUMD; 

d. Pejabat Eselon II; 

e. Pejabat Eselon III; 

f. Kuasa Pengguna Anggaran 



4 

g. Pejabat Pembuat Komitmen; 

h. Auditor; 

1. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa; 

J. Staf Khusus; dan 

k. Ajudan. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar 
setiap orang dapat mengetahuainya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam 
Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 

Ditetapkan di Martapura 
pada tanggal September 2024 

Diundangkan di Martapura 
Pada tanggal ~ September 2024 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR, 

t H. LANOSIN 

BERITA DAERAH BUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2024 NOMOR Gg 


